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Abstrak. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi
barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk peningkatan
pembangunan suatu negara. Salah satu sumber dana pajak berasal dari Pajak Bumi dan
Bangunan. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada
umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak merupakan salah satu sumber dana
pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib
untuk membayar pajak. Namun, permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah adalah
kurangnya kesadaran akan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Pada
pengabdian masyarakat ini, tim Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan
melakukan kegiatan sosialisasi terntang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Kedungpring sebagai salah satu Langkah meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten
Lamongan.
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PENDAHULUAN

Keberlangsungan dan keberhasilan berbagai program pembangunan serta pelayanan
publik, salah satunya ditentukan oleh penerimaan sektor pajak sebagai salah satu sumber
pembiayaannya. Untuk itu, pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur

penerimaan negara maupun daerah.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan
sumber pendapatan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan
kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
dipergunakan untuk pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik. Salah satu jenis pajak
yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas
keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial
ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat
kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang

ada.

PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan memegang peranan sangat penting dalam
struktur penerimaan Negara maupun Daerah. demikian halnya dengan program pembangunan
yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan. Menurut Undang-Undang (UU)
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pemerintah
kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas

Pajak Bumi dan Bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak daerah.
Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran
dalam melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena dalam

kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut.

Salah satu kewajiban dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melakukan
pengabdian masyarakat. Sebagai salah satu implementasi Kerjasama dengan Pemerintah Desa
Kedungpring, maka tim pengabdian masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Lamongan memberikan sosialisasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (BPP) di Desa

Kedungpring, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan.
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METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tentang Pajak Bumi dan
Bangunan dilakukan dengan sistem luring. Adapun mitra atau sasaran kegiatan ini adalah
Pemerintah Desa Kedungpring. Kegiatan sosialisasi dilakukan di gedung balai Desa

Kedungpring. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada 5 September 2020.

Keterlibatan pihak Pemerintah Desa Kedungpring dalam pelaksanaan kegiatan ini
adalah menginformasikan kegiatan sosialisasi retribusi kepada masyarakat Desa Kedungpring
serta menyediakan fasilitas pendukung yang dibutuhkan selama kegiatan pengabdian

masyarakat.

Metode sosialisasi secara luring dipertimbangkan karena sosialisasi secara luring
diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih baik terkait kewajiban pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Kedungpring, serta masyarakat dapat
menanyakan secara langsung apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami terkait Pajak
Bumi dan Bangunan. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian

masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Observasi lapangan, dilaksanakan dengan melakukan survei ke Pemerintah Desa
Kedungpring untuk mengetahui kesediaan target menjadi mitra dan membantu tim
pengabdian masyarakat dalam memberikan informasi kepada target sosialisasi.

2. Pengenalan kegiatan, yaitu penyampaian tujuan dan program dari kegiatan sosialisasi
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanaan kegiatan sosialisasi di gedung balai Desa
Kedungpring.

4. Mengumpulkan hasil kegiatan, yaitu berupa dokumentasi.

5. Menganalis hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan penagabdian masyarakat ke

depan.

HASIL

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan sosialisasi pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan kepada masyarakat Desa Kedungpring untuk meningkatkan pemahaman
dan kesadarkan akan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan
terkait pajak sampai saat ini adalah kesadaran para masyarakat sebagai wajib pajak masih

sangat minim. Umumnya, para masyarakat masih kurang percaya terhadap manfaat
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pembayaran pajak karena memberatkan, serta sistem pembayaran pajak dianggap rumit.

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kedungpring.

Gambar 1 Kegiatan Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Kedungpring

Hal-hal yang dipaparkan selama kegiatan pengabdian masyarakat antara lain, tata cara
pembayaran pajak bumi dan bangunan, cara mengajukan keberatan penetapan pajak bumi dan
bangunan, cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib

pajak. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

DISKUSI

Pada akhir sesi kegiatan pengabdian masyarakat, tim Institut Teknologi dan Bisnis
Ahmad Dahlan Lamongan melakukan wawancara kepada beberapa peserta sosialisasi dengan
tujuan dapat memberikan umpan balik, kritik, dan saran sebagai bahan evaluasi kegiatan.
Selain itu, wawancara mengenai Pajak Bumi dan Bangunan juga dilakukan dengan tujuan
mengetahui pandangan masyarakat di Desa Kedungpring terhadap kewajiban Pajak Bumi dan
Bangunan. Harapan dari kegiatan ini, para peserta juga mampu mentransfer wawasan yang
diperoleh kepada masyarakat di sekitar dan memberikan perubahan ke arah yang lebih positif

terhadap pembangunan di Kabupaten Lamongan.
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KESIMPULAN

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan
Bangunan harus dilakukan dengan rutin pada masyarakat guna mempercepat pemahaman
serta kesadaran masyarakat. Pengenalan mengenai pajak bagi para pelajar juga perlu dicoba
agar masyarakat semakin dekat dengan wawasan yang akan menjadi kewajiban bagi warga

negara.
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